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Haeranah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana perikanan dan upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana 
perikanan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris 
dan normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. 
Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan berkaitan 
dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisisi secara 
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar 
adalah kabupaten yang rentan terjadi tindak pidana perikanan. Temuan 
yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa kasus ditangai oleh instansi 
yang berwenang. Penulis menyimpulkan faktor penyebab terjadinya tindak 
pindana perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 1) Faktor 
kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum, 2) Faktor ekonomi nelayan 
yang rendah, 3) Faktor pendidikan yang rendah, dan 4) Faktor kurangnya 
koordinasi antar instansi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak 
hukum adalah upaya preventif berupa penyuluhan hukum, pelaksanaan 
patroli rutin, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan 
ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga upaya represif berupa 
penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan dan pemeriksaan 
yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku di Indonesia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya perikanan adalah sumber daya alam yang sangat 
melimpah untuk dikelolah dan dimanfaatkan di masa sekarang dan akan 
datang. Wilayah perairan yang sangat luas menjadikan Negara Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang menyimpan banyak kejadian-kejadian di 
laut. Kejadian tersebut banyak yang menyimpang sehingga menjadi 
ancaman bagi penduduk Indonesia mengingat sebagian besar penduduk 
Indonesia bermatapencaharian sebagai nelayan. Kondisi seperti ini yang 
banyak menimbulkan kesenjangan dalam produktivitas perikanan baik 
dalam kualitas maupun kuantitas. 
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perhatian manusia terhadap 
laut semakin besar. Hal ini disebabkan karena telah muncul negara-
negara merdeka baru yang sebelumnya merupakan negara terjajah. 
Negara baru ini sebagian besar memiliki eksistensi bangsa dan 
negaranya. Demikian juga akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Iptek), khususnya di bidang maritim. Dengan kemajuan ini, 
manusia mampu mengolah kekayaan laut untuk kesejahteraan umat 
manusia sendiri. Demikian pula persediaan bahan pangan di laut dapat 
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mengimbangi tuntutan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk 
yang pesat.1 
Indonesia adalah negara yang berkonsepkan negara maritim yang 
berada dalam kawasan atau teritorial laut yang sangat luas. Negara 
maritim merupakan sebuah negara yang sebagian besar penduduknya 
beraktivitas di wilayah perairan untuk memanfaatkan sumber daya alam di 
wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat dan 
kemakmuran sebuah negara. Pemahaman maritim merupakan segala 
aktivitas pelayaran dan peniagaan atau perdagangan yang berhubungan 
dengan kelautan atau disebut dengan pelayaran niaga, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa maritim berkenaan dengan laut, berhubungan dengan 
pelayaran, dan perdagangan laut.  
Selama ini, pemahaman masyarakat umum mengenai kemaritiman 
hanya terbatas pada kegiatan laut yang berhubungan dengan pelayaran 
dan perdagangan. Sehingga kegiatan laut yang menyangkut eksplorasi, 
eksploitasi atau penangkapan ikan tidak termasuk dalam makna 
kemaritiman bagi masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
makna kemaritiman bagi masyarakat umum memiliki ruang lingkup yang 
sempit yaitu hanya terbatas pada kegiatan pelayaran dan perdagangan. 
Sedangkan, pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada 
terminologi adalah mencakup ruang dan wilayah permukaan laut, pelagik2 
                                                          
1Abdul Azis KS, dan Safriadi, 2011, Wawasan Sosial Budaya Maritim, Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Universitas Hasanuddin, hal. 6. 
2Pelagik adalah laut lepas. 
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dan mesopelagik3 yang merupakan daerah subur untuk beberapa 
kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas pelayaran, dan jasa-jasa kelautan 
yang berkaitan dengan sektor perekonomian negara. 
Hal ini menunjukkan bahwa kemaritiman merupakan aset berharga 
yang dimiliki Bangsa Indonesia dan berperan penting dalam berbagai 
sektor, seperti sektor pertahanan dan keamanan, sektor perekonomian, 
sosial dan budaya. Oleh sebab itu, wilayah laut berfungsi sebagai wahana 
menjamin integritas wilayah, sebagai garda terdepan mempertahankan 
kedaulatan NKRI. Dengan demikian, wilayah laut pada hakikatnya 
merupakan ruang hidup dan wahana perjuangan Bangsa Indonesia dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945). 
Kekayaan alam yang hidup dan tumbuh di laut menjadi salah satu 
sumber penghasilan dan penghidupan bagi seluruh Warga Negara 
Indonesia (WNI). Secara geografis, penduduk yang berprofesi sebagai 
nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan 
mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki 
potensi perikanan yang sangat besar. 
Secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan 
sebanyak 2,17 Juta Jiwa. Ada sekitar 700.000 Jiwa lebih nelayan yang 
berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan 
                                                          
3Mesoplelagik adalah kedalaman laut diantara 200m turun ke 1.000 m (3.280 kaki). 
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tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan 
karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Provinsi 
dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa 
Timur yang mencapai lebih dari 334.000 nelayan, diikuti Jawa Tengah 
yaitu lebih dari 203.000 nelayan dan Jawa Barat berjumlah sekitar 
183.000 nelayan. Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-
turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak keempat, kelima, 
dan keenam di Indonesia. Jumlah nelayan paling sedikit ditemui di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara.4 
Sebagai negara maritim, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut 
utama. Akan tetapi terdapat tiga laut utama yang membentuk Indonesia  
yakni Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Secara faktual wilayah 
Indonesia separuhnya adalah laut, yakni 3,1 juta km persegi dengan 
panjang garis pantai 81.000 km persegi, yang terdiri dari 17.504 pulau.5 
Fakta ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia. Fakta geografis yang menggolongkan wilayah Indonesia 
sebagai negara maritim atau bahari tersebut dapat menggambarkan 
seperti apa aktivitas penduduk yang mendiaminya. Tentunya kehidupan 
penduduk di Indonesia akan lebih banyak berkaitan dengan laut seperti 
pelayaran, perikanan, dan sebagainya.  
                                                          
4Kompas, 2014, Nelayan Kita, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2014/11/ 19/2124323 
1/Nelayan.Kita,  24 Maret 2016, pada pukul 11.57 Wita. 
5Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016, Statistik Indonesia 2016, BPS Indonesia, 1101001, hlm. 9.  
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Aset laut yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah salah 
satu pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pemenuhan 
tersebut harus diolah sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. 
Pemerataan dan keseimbangan menjadi faktor utama dalam pengolahan 
tersebut sehingga untuk mewujudkannya, pemerintah harus mengaturnya 
dalam sebuah aturan atau regulasi. Namun, seiring dengan 
perkembangan zaman, regulasi tersebut hanya menjadi aturan yang 
sering dilanggar. Pemerataan yang sifatnya harus mewujudkan keadilan 
sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 
Bangsa Indonesia. 
Aktivitas kemaritiman di wilayah timur Indonesia sampai sekarang 
masih berlangsung. Terutama bekas wilayah ketiga kerajaan yang telah 
disebutkan, yaitu Gowa, Buton, dan Ternate. Lebih khusus di Makassar 
sebagai pelabuhan utama di Sulawesi Selatan, aktivitas kemaritiman 
masih terus berkembang dan lebih umum di seluruh perairan atau laut di 
Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Kepulauan ini terletak di bagian Selatan Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan dan letaknya memanjang dari Utara ke Selatan. 
Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bulukumba menjadi penghubung dan 
sebagai sarana transportasi penyeberangan laut yang melintasi Selat 
Selayar menuju Pelabuhan Pammatata Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Selain itu, transportasi udara juga menjadi penghubung menuju 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kekhususan yakni 
satu-satunya Kabupaten di Sulawesi-Selatan yang seluruh wilayahnya 
terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari beberapa pulau sehingga 
membentuk suatu wilayah kepulauan. Potensi wisata kabupaten ini pun 
cukup banyak yaitu meliputi wisata sejarah, budaya, alam dan bahari. 
Salah satu yang terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara adalah 
Taman Nasional Takabonerate yang terletak di Kecamatan Takabonerate. 
Kawasan ini terdiri dari 9 desa atau kelurahan6 dan memiliki beberapa 
pulau kecil yang pada umumnya terbentuk dari endapan pasir dan biosfer. 
Taman Nasional Takabonerate memiliki karang yang merupakan salah 
satu atol terbesar di dunia. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 
kabupaten yang didominasi perairan dan laut sehingga adanya aktivitas 
dalam lingkungan maritim menjadi aktivitas utama. Luasnya persebaran 
lingkungan maritim menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai 
kabupaten yang banyak dihuni oleh penduduk yang bermatapencaharian 
sebagai nelayan.  
Nelayan menurut Brandt adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah 
sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan 
menangkap ikan.7 Senada degan pendapat Brandt, dalam Pasal 1 ayat 10 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan 
                                                          
6 Ibid, hlm. 4. 
7 Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, hlm. 3. 
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atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan ikan. 
Seharusnya berdasarkan perundang-undangan di atas, perikanan 
Indonesia menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan dalam tingkatan 
yang baik. Tetapi dalam kenyataannya, nelayan hanya sebagai kelompok 
masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Begitu juga tingkat pendidikan 
dan pengetahuan yang rendah dalam pemanfaatan dan pengolahan 
sumber daya ikan yang masih sangat rendah. Pada umumnya pendidikan 
nelayan di Indonesia, khususnya nelayan sepanjang pantai utara Jawa, 
hanya sampai tingkat sekolah dasar. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
ketidakmampuan perekonomian orang tua yang berprofesi sebagai 
nelayan untuk menyekolahkan anaknya. Pada umumnya di kalangan 
nelayan, pada usia sekolah, anak sudah ikut membantu orang tua 
menangkap ikan. Jadi, hasil penangkapan ikan pada umumnya masih 
sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup primer atau kebutuhan pokok 
utama. 
Dalam melakukan kegiatan perikanan, bermacam-macam alat 
penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan tergantung pada kategori 
nelayan. Nelayan tradisional atau nelayan kecil biasa menggunakan motor 
tempel atau kapal ikan kurang dari 5 GT (Gross tonase8) atau yang 
                                                          
8 Gross tonase adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah 
dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua 
ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (superstructure). 
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disebut dengan nelayan kecil9 dan pada umumnya menggunakan pancing, 
jaring nilon, pukat, bubu, pursein mini dalam penangkapan ikan. Tetapi 
penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum, seperti penggunaan 
mata pancing dan/atau ukuran jaring yang dimodifikasi, bom ikan, racun 
ikan, penggunaan obat bius ikan, dan penangkapan ikan yang dilakukan di 
wilayah yang tidak diperbolehkan (wilayah konservasi) masih banyak 
terjadi saat ini.10 Kesulitan dan akses dalam pengawasan laut menjadi 
faktor utama dalam melakukan pantauan terhadap wilayah laut. Biaya 
operasional kapal pengawasan yang cukup besar dan untuk melakukan 
pengawasan di laut selalu terbentur pada biaya operasional yang sangat 
tinggi. Belum lagi kesulitan lain saat penangkapan ikan dilakukan pada 
malam hari sehingga saat pengawas tiba di lokasi sudah tidak 
menemukan bukti terjadinya pelanggaran.11 
Faktor pengawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya illegal 
fishing dalam lingkungan maritim. Kepulauan Selayar merupakan daerah 
yang masih berkembang sehingga masih banyak terjadi praktik illegal 
fishing. Beberapa contoh praktik illegal fishing di Kabupaten Kepulauan 
Selayar adalah praktik illegal fishing di Kecamatan Pasimasunggu dengan 
mengamankan tujuh kapal pelaku, pengeboman ikan di Perairan Taka 
Bassi, Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kab Kepulauan Selayar, 
                                                          
9Lihat Pasal 1 UU Perikanan. 
10Marhaeni Ria Siombo, op.cit. hlm. 4. 
11Ibid, hlm. 5. 
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dan pembiusan ikan di perairan Dodaia, Kecamatan Bontosikuyu, 
Kabupaten Kepulauan Selayar12. 
Tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh beberapa nelayan 
sangat berdampak terhadap masa depan perikanan di laut. Praktik ilegal 
tersebut menimbulkan berbagai kerusakan di wilayah perairan Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Perusakan yang hanya dilakukan oleh beberapa 
orang dalam hal ini manusia dan kelompok manusia berdampak pada 
kebutuhan perikanan masa kini dan yang akan datang. Penggunaan alat 
yang berlebihan menjadi salah satu faktor utama yang dapat merusak 
perikanan di laut. Padahal hal ini telah diatur dalam Undang Undang 
Perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan sumber 
daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia13. 
Kerusakan laut karena penggunaan alat penangkapan ikan ilegal 
merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Perusakan 
lingkungan perikanan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara 
melawan hukum sehingga hal tersebut sangat menjadi ancaman bagi 
masyarakat Indonesia. Mengenai tindak pidana perikanan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Atas 
                                                          
12Detik News, 2015, diakses dari file:///D:/Data%20Proposal%20dan%20Skripsi/Kasus%20 
Pengeboman%20Ikan/Polres%20Selayar%20Tangkap%2014%20Pelaku%20Illegal%20Fishing.html. 26 
Agustus 2016, pada pukul 10.27 Wita. 
13Lihat Pasal 12 Angka 1 UU Perikanan. 
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dasar permasalahan tersebut, penelitian ini diangkat dengan judul: 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi 
Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 s/d 2016).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 
menggunakan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor bagaimana yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana perikanan? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya, yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
perikanan. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana 






D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hukum 
pidana yang terkait dengan pembahasan dari penulis yang 
bersangkutan. 
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman sehingga memberikan manfaat 
bagi penulis ataupun bagi mahasiswa dan referensi bagi semua pihak, 
khususnya para penegak hukum dalam mengadili suatu perkara dalam 





A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van 
Strafrecht (WvS) Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 
yang dimaksud dengan stafbaarfeit itu. 
Sebelum masuk pada permasalahan pengertian tindak pidana 
(Strafbaarfeit), perlu kita ketahui tentang pengertian pidana itu sendiri. 
Menurut van Hammel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif 
dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana 
atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara.14 
Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan 
oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu 
norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang 
yang bersalah. 
                                                          
14 Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Panitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33. 
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Algra-Jenssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat 
yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan 
mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat 
dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali 
sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas 
nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah 
melakukan suatu tindak pidana.15 Dari tiga rumusan tersebut mengenai 
pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana sebenarnya hanya 
merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.16 
Tindak pidana atau Strafbaarfeit itu  dikenal  dalam  hukum 
pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak Pidana. 
Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Straft diartikan 
sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. 
Sedangkan feit  diartikan sebagai  tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu  perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.17 
Pengertian tindak pidana atau delik dapat diuraikan sebagaimana 
dikemukakan oleh Adami Chazawi sebagai berikut: 
1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau 
pidana. 
                                                          
15 Ibid, hlm. 34. 
16 Ibid. 
17 Adami Chazawi , 2008, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70. 
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2. Moeljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya 
adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan. 
3. Istilah strafbaarfeit kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh Rusli Effendy delik adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, 
yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana 
atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh 
hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi 
siapa saja yang melanggar larangan tersebut.18 
Demikianpun, menurut Bambang Purnomo strafbarfeit oleh para 
ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai berikut:19 
1. Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman, yaitu sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut.  
2. Soesilo mengemukakan suatu perbuatan yang dilarang atau 
diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau 
                                                          
18 Mohammad Ruda Ilbaya, 2013, Pertanggungjawaban atas Delik Kealpaan yang dilakukan oleh Oknum 




diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan 
diancam dengan pidana.  
Hal ini kemudian ditegaskan secara konkret oleh Bambang 
Purnomo dengan mensatir terminologi delik dalam KUHPidana bahwa 
dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang 
dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah peristiwa pidana 
tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut. 20 
Lebih  lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik 
atau strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan 
pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan 
ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.21 
Demikianpun Pompe memberikan pengertian istilah strafbaarfeit itu 
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum.22 
Menurut Simons, bahwa Strafbaarfeit adalah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 
mampu bertanggungjawab. Kemudian Vos memberikan definisi singkat 
                                                          





tentang srafbaarfeit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberikan pidana.23 
Menurut Achmad Ali, delik merupakan pengertian umum tentang 
semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang 
dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum 
privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana.24 Kemudian 
berdasarkan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHPidana, Tindak 
Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana.25 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap pemidanaan baik perbuatan maupun pembuatnnya tidak 
hanya diisyaratkan terbuktinya bagian inti delik, tetapi juga elementen atau 
unsur-unsur yang ditimba dari ketentuan-ketentuan umum KUHPidana 
dan asas-asas hukum yang diterima. Istilah unsur dalam hal ini digunakan 
van Bemmelen dalam arti sempit. Dahulu kala dan juga sampai sekarang 
istilah elementen digunakan dalam arti luas, yang meliputi apa yang 
disebut bagian inti dan unsur dalam arti sempit.26 
Perbuatan didefinisikan oleh Simons dengan memberi definisi 
perbuatan (hendeling) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang 
                                                          
23 Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225. 
24 Ahmad Ali, 2012, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor , hlm. 192. 
25 Lihat Pasal 11 RUU KUHPidana. 
26 Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hal. 227. 
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diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau 
tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau 
tidaknya syarat dikehendakai yang merupakan unsur dari kesalahan. Jika 
gerakan otot atau tindakan secara langsung tidak dikehendakai, misalnya 
hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan 
dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan disini merupakan satu 
kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan, bukannya 
ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada 
kesalahan. Tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat 
dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang 
lebih cermat, sehingga sistematika pembahasan tersebut juga dapat 
menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.27 
Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak 
pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan 
mendasar antara unsur atau bagian perbuatan dan unsur 
kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Unsur perbuatan ini 
sering juga disebut dengan unsur objektif, sedangkan unsur 
kesalahan sering juga disebut dengan unsur subjektif. Selanjutnya 
dikemukakan unsur-unsur yang lebih terinci dari masing-masing 
unsur dasar tersebut.28 
Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa 
pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik 
yang hanya mempunyai dua elemen dasar yaitu:29 
1. Bagian objektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaatfeit terdiri 
dari suatu perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang 
bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang 
                                                          
27 Frans Maramis,  2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia, PT. Raja Grafindo Inonesia, 





melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan diancam 
dengan pidana oleh peraturan hukum; dan 
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan 
daripada delict/strafbaarfeit. 
Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/ 
strafbaarfeit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu 
kelakuan bertentangan dengan hukum (onrechtmatig atau wederrechtelijk) 
dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (dader) yang 
mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan 
(toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan dengan hukum 
itu.30 
Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, D. 
Hazewingkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh bambang 
Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, 
yaitu:31 
1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijke 
gadraging), berupa berbuat atau tidak berbuat (een doen of 
nalaten). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan 
(daadstrafrecht); 
2. Tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang 
dipikirkan (Cogitationis poenam nemo patituri); 
3. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini 
terdapat pada delik material; 
4. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud 
(oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onachzaamheid atau 
culpa); 
5. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan 
objektif (objektif omstandingheden), misalnya penghasut dalam 
Pasal 160 dan pengemisan dalam Pasal 504 ayat (1) 
                                                          
30 Ibid. 
31 Ibid. hlm. 67 – 68. 
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KUHPidana hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum 
(in het openbaar); 
6. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan 
untuk dapat dipidana; 
7. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis 
yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan 
hukum (wedwrrehtelijk), tanpa wewenang (zonder daartoe 
gerechtigd te zijn), dengan melampaui wewenang 
(overschrijving de bovegheidi); dan 
8. Pada umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur 
tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-
undang mencamtumkannya dalam rumusan delik . 
 H. B. Vos, sebagaimana  yang dikutip oleh Bambang Poernomo, 
mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada 
beberapa unsur (elemen), yaitu:32 
1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau 
tidak berbuat (een doen of nalaten); 
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. 
Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata dalam suatu 
perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen 
akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil (delict formil), 
akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan 
tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik 
materil (delict materiel); 
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa); 
4. Elemen melawan hukum (wederrehtelijkheid); dan 
5. Sederetan elemen-elemen lain, menurut rumusan undang-






                                                          
32 Ibid, hlm. 68 – 69. 
 20 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Sistem KUHPidana Indonesia mengenal pembagian delik sebagai 
berikut: 
a. Kejahatan yang dimuat di dalam Buku Kedua; dan 
b. Pelanggaran yang dimuat di dalam Buku Ketiga. 
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Jonkers ialah 
kejahatan pada umumnya termasuk rechtdelisten, delik hukum yaitu 
perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung 
pada suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran batin 
manusia dirasakan bahwa perbuatan yang tidak adil menurut undang-
undang yaitu perbuatan yang tidak sah dan ditentukan oleh undang-
undang.33 
Sebaliknya dengan pelanggaran yang termasuk wetsdecten, yaitu 
perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan 
tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-
undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, 
memelihara dan mempertahankan ketertiban umum atau untuk 
memajukan kesehatan umum.34 
Adapun berbagai jenis tindak pidana atau delik yaitu: 35 
1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran 
                                                          
33 Zainal Abidin Farid, Op.Cit. hlm. 354. 
34 Ibid. hlm. 354. 




Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran 
merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPidana. 
Buku II KUHPidana memuat delik-delik yang disebut kejahatan 
(misdrijven), sedangkan Buku III KUHPidana memuat delik-delik yang 
disebut pelanggaran (overtredingen). 
2. Kejahatan dan Kejahatan Ringan 
Dalam Buku II  tentang kejahatan, ada suatu jenis kejahatan yang 
bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven). 
Menurut Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri. 
Hukum pidana Negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. 
Diadakannya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-
jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih 
ringan, dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh 
hakim sedaerah. Jadi, ancaman pidana untuk kejahatan ringan 
disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat. 
3. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang 
Delik hukum (rechtsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat 
sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-
undang  merumuskannya. Sekalipun orang tidak membaca undang-
undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan 
dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan 
 22 
 
hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik 
hukum, ditempatkan dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. 
Delik undang-undang (wetsdelict) adalah perbuatan yang oleh 
masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan 
oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. 
Contohnya adalah pengemisan di depan umum yang diatur dalam Pasal 
504 KUHPidana. Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di 
muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang dipandang sebagai 
delik undang-undang ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran. 
4. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang 
dianggap telah selesai (voltooid) dengan dilakukannya suatu perbuatan 
yang dilarang. Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi 
delik selesai (voltooid) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya, Pasal 
362 KUHPidana tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan 
“mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Delik 
material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru 
dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang. 
Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai 
setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. 
Contohnya Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan (doodslag). Nanti 
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ada pembunuhan sebagai sebagai delik selesai setelah adanya orang 
yang mati. 
5. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan 
Delik aduan (klachtdelict) adalah delik yang hanya dapat dituntut 
jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan tersebut tidak 
dapat dituntut di depan pengadilan. Dalam KUHPidana, aturan-aturan 
umum tentang delik aduan terdapat dalam Buku I Bab VII yaitu tentang 
Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang 
Hanya  Dituntut Atas Pengaduan, yang mencakup Pasal 72 sampai  
Pasal 75. 
Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik 
aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua 
keadaan merupakan delik aduan. Sedangkan delik aduan relatif adalah 
delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan 
biasanya bukan merupakan delik aduan. 
6. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan 
Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
(dolus). Contohnya dalam Pasal 338 KUHPidana yang dengan tegas 
menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang 




Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan 
(culpa). Contohnya dalam Pasal 359 KUHPidana yang menentukan 
bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, 
diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling 
lama 1 tahun. 
7. Delik Selesai dan Delik Percobaan 
Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua 
unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik 
yang pelaksanaannya tidak selesai. 
Dalam KUHPidana tidak diberikan definisi tentang apakah yang 
dimaksudkan dengan percobaan (poging). Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya 
percobaan dalam melakukan kejahatan. 
8. Delik Komisi dan Delik Omisi 
Delik komisi (commissie delict) adalah delik yang mengancamkan 
pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan atau perbuatan aktif. 
Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (handelen) atau 
berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yan bersifat larangan. 
Contoh norma yang bersifat larangan yaitu perbuatan pencurian. 




Delik omisi (ommissie delict) adalah delik yang mengancamkan 
pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu atau perbuatan pasif. Dalam 
hal ini seseorang tidak berbuat (nalaten) sesuatu. Delik ini berkenaan 
dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat 
perintah yaitu pasal yang mengancamkan pidana terhadap seseorang 
yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan 
pertolongan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 531 KUHPidana. Ia diancam 
pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong. 
Tetapi ada rumusan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar 
penuntutan baik terhadap perbuatan aktif maupun pasif. Contohnya 
adalah dalam Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan (doodslag). 
Pasal ini dapat dijadikan dasar penuntutan  terhadap perbuatan 
merampas nyawa orang lain dengan melakukan suatu perbuatan, seperti 
memukul dengan benda keras atau menikam dengan pisau juga dapat 
dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa dengan 
tidak berbuat apa pun atau disebut perbuatan pasif, misalnya seorang ibu 
yang dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya 




                                                          
36 Ibid. hlm. 82 
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B. Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan 
1. Definisi Perikanan 
Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah 
semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu 
sistem bisnis perikanan. 
Mengingat sifat usaha perikanan demikian kompleksnya, maka 
upaya pengaturan secara keseluruhan akan memberikan dampak yang 
positif terhadap perkembangan usaha perikanan itu sendiri. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Beverton dalam Firial M. dan Ian R. Smith bahwa 
mortalitas dalam perikanan tertentu secara fungsional berhubungan 
dengan jumlah satuan penangkapan yang ikut serta menangkap, 
kemampuan menangkap, jumlah waktu penangkapan, dan tersebarnya 
aktivitas penagkapan di daerah perikanan pada musim tertentu. 
Selanjutnya Anthony Scott, maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan 
perikanan meliputi: 37 
a. Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, 
yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh 
karena itu, sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa 
                                                          




dimanfaatkan setiap orang, berarti stock (populasi) ikan telah 
menjadi milik umum; 
b. Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas 
atau kuantitas hasil tangkapan perorangan atau nelayan setiap 
tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang penangkapan 
ikan pada musim tertentu adalah mencegah persaingan antar 
nelayan menangkap ikan pada waktu tertentu. Apabila 
dilanggar, mengakibatkan rusaknya populasi; 
c. Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun 
ditempuh melalui pengaturan perikanan, antara lain, 
dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok 
tertentu; dan 
d. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta 
meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna. 
Hasil tangkap per satuan upaya yang cenderung meningkat 
mengakibatkan tangkapan per satuan upaya semakin rendah. 
Pemilik atau nelayan tidak menerima pendapatan sebagaimana 
diharapkan dan nelayan lainnya akan menipis hasil 
tangkapannya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah 
dengan memperbesar mesin dan merapatkan mata jaring demi 
perolehan hasil yang lebih besar.  
2. Aspek Hukum Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan 
Terkait dengan masalah pemerataan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) 
UUD NRI 1945 menentukan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan semacam ini 
merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan 
berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran 
bangsa dan negara. 
Adapaun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, 
meliputi Pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18 Undang-Undang Nomor 
45 tahun 2009 tentang Perikanan: 
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a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus 
dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan 
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 
tersebut; 
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus 
dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP; dan 
c. Surat Izin Kapan Pengangkutan Ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang 
harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan 
ikan. 
Adapaun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di 
bindang perikanan (illegal fishing) terkait dengan ketentuan-ketentuan di 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 
31 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU No. 45 tahun 2009) adalah: 
a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi; 
b. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, 
dan Anak Buah Kapal; 
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c. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung 
Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Penanggung Jawab 
Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang: 38 
1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya 
ikan dan/atau lingkungannya; 
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan 
yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat 
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau 
standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat 
penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004; 
3. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004; 
4. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009; 
5. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di ZEEI 
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009; 
6. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, 
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009; 
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di 
ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli ssebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009; 
                                                          
38 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38 – 40. 
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8. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI 
palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A UU No. 45 
Tahun 2009; 
9. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan 
oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar 
melakukan penangkapan ikan dan/atau penangkapan ikan dari 
pelabuhan perikanan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009; 
10. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 
11. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber 
daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau 
kesehatan manusia; 
12. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber 
daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004; 
13. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang 
dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan 
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004; 
14. Merusak plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya 
ikan; 
15. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, 
dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, 
pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan 
sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia; 
16. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak 
memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan 
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil 
perikanan; dan 
17. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil 
perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang 
tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia. 
Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang 
perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. (Ketentuan Pasal 84 
s/d Pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009). 
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3. Illegal Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated) 
Hingga kini soal illegal fishing di perairan Indonesia makin sulit 
memberantasnya. Apalagi tahun 2010 Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) mengalihkan alokasi anggaran APBN-nya ke sektor 
budidaya perikanan hingga 40% yang berimbas pada maraknya illegal 
fishing. Akibatnya, hingga Juni 2010 illegal fishing di perairan Indonesia 
justru meningkat hingga 116 kapal, dan sejumlah 112 unit berupa kapal 
asing. Penyebabnya, jadwal hari operasi pengawasan berkurang dari 180 
hari jadi 100 hari. Soal ini tentu amat mengkhawatirkan bila pemerintah 
membiarkannya menguras perairan Indonesia.39 
Aktivitas illegal fishing termasuk kategori kejahatan perikanan 
terorganisir secara nasional hingga internasional. Bahkan, Orgnaisasi 
Pangan Internasional (FAO) menempatkan kejahatan ini sebagai 
kejahatan perikanan nomor wahid yang harus mendapatkan perhatian 
serius. Sejak tahun 1992, FAO telah memprakarsai pebentukan suatu tata 
laksana perikanan yang bertanggungjawab, salah satunya memberantas 
praktek illegal fishing. Prakarsa FAO ini lahir dalam deklarasi Cancun 
tahun 1992 pada International Conference on Responsible Fishing. Pasca 
deklarasi itu melahirkan pelbagai kebijaan internasional dalam 
memberantas kejahatan perikanan. Inisiatif FAO ini mendapatkan 
sambutan baik dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan Uni 
Eropa (UE) sejak tahun 2010 ini telah menerapkannya buat semua produk 
                                                          
39 Apridar, Muhammad Karim, dan Suhana, 2011, Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, hal. 50.  
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perikanan masuk ke pasar UE dengan mewajibkan bebas praktek illegal 
fishing, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Penerapan kebijakan 
ini berimbas pada perusahaan perikanan Indonesia. Asosiasi pengusaha 
pengolahan dan pemasaran produk perikanan Indonesia. asosiasi 
pengusaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan Indonesia 
mencatat bahwa pasca pemberlakuan aturan UE itu, hasil tangkapan 15 
kapal perikanan Indonesia yang ditolak pasar UE akibat dugaan 
melakukan praktek pencurian ikan.40 
Sejak Kementerian Kelautan dan Peikanan (KKP) dibentuk mulai 
namanya Departemen Eksplorasi Laut (DELP), Departemen Kelautan dan 
Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 amat seirus menangani 
pemberantasan kejahatan perikanan ini. sayangnya tatkala, Fadel 
Muhammad yang pada waktu itu menahkodai kementerian ini malah 
mengurangi waktu pengawasan. Kebijakan mengurangi hari operasi Kapal 
Pengawas Perikanan dari 180 hari dikurangi menjadi 100 hari fakta 
empirisnya. Inilah yang memicu makin maraknya praktek pencurian ikan di 
wilayah perairan Indonesia. Data KKP pada tahun 2010 mencatat tren 
kapal perikanan asing ilegal masuk perairan Indonesia sejak Januari 
hingga Juni cenderung meningkat. Mereka memanfaatkan kelengahan 
pemerintah Indonesia dalam mengawasi perairan. Tabel berikut 
menyajikan rekap hasil gelar operasi kapal pengawasan Direktorat 
                                                          
40 Ibid, hlm. 50. 
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Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan.41 
Laporan Lembaga Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2014 menyebutkan 
estimasi kasar jumlah ikan yang diperoleh dari illegal fishing mencapai 11-
26 Juta Ton per tahun. Nilainya diperkirakan sebesar US$ 10-23 miliar.  
Berdasarkan statistik perikanan tangkap Indonesia dan FAO, Indonesia 
diperkirakan mengalami kelebihan tangkap sebesar 430 ribu ton per 
tahun. Sebanyak 30 persen dari jumlah tersebut berasal dari 
kegiatan illegal fishing.42 
Berbabagi penyebaran pencurian ikan di Indonesia ini mayoritas 
adalah Warga Negara Asing (WNA). Adapun faktor-faktor penyebab 
terjadinya pencurian ikan oleh WNA adalah43 
1. Wilayah perairan Indonesia yang jadi pintu  masuk kapal-kapal asing 
itu sebagian berada di jalur laut kepulauan Indonesia. Kapal-kapal itu 
memanfaatkan jalur ini untuk menyusup masuk di perairan Indonesia 
saat kapal pengawas kita mengurangi jumlah hari pengawasannya dan 
musim ikan tuna dekat dengan permukaan air. 
2. Wilayah yang menjadi target pencurian adalah wilayah jalur migrasi 
ikan tuna jenis Yellow Fin Tuna, Albacora, dan Skipjack. Lazimnya, 
rombongan migrasi ikan tuna ini diikuti juga jenis ikan pelagis lainnya 
                                                          
41 Ibid, hlm. 51. 
42 Tempo.co, 2014, Fakta Seputar Pencurian Ikan, diakses darihttps://m.tempo.co/read/news/2014/11/01/ 
090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-ikan,  3 November 2016, pada pukul 02.10 Wita. 
43 Apridar, Muhammad Karim, dan Suhana, Op.Cit. hal, 56. 
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seperti ikan tongkol dan cakalang terutama pada sekitar Mei-Juni yang 
mencapai puncaknya. 
C. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari 
kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crimen 
yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu 
pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Istilah kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
seorang ahli antropologi Perancis mengemukakan bahwa kriminologi 
secara harfiah berasal dari kata crimen yang berarti ilmu pengetahuan, 
maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.44 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(The Body of knowledge regarding crime as a social phenomenom). 
Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 45 
 
 
                                                          
44 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,  2012, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 9. 
45 Ibid, hlm. 10. 
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1. Sosiologi hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Di sini menyelidiki sebab-sebab 
kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan 
perkembangan hukum khususnya hukum pidana. 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab 
dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian 
yang paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya, penalogi merupakan ilmu tentang hukuman, akan 
tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif. 
Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluaas dengan memasukkan 
conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga 
penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. 
Kemudian Paul Madigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang 
diberikan oleh Sutherland. Menurutnya defenisi itu sekakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andi 
atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan 
semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi 
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adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono 
memberikan definisi kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia.46 
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota 
masyarakat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi 
meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 
pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, 
termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat 
dan penjahat.47 
Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang 
terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Kemudian 
Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengetian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
                                                          
46 Ibid, hlm. 11. 
47 Ibid. hlm. 12. 
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berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhada keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi: 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; 
b. Pelaku kejahatan; dan 
c. Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun 
terhadap pelakunya. 
Perbuatan ini tidak daat dipisah-pisahkan, suatu perbuatan baru dapat 
dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.48 
2. Teori-Teori Kriminologi 
Adapun dalam ilmu kriminologi, terdapat banyak teori yang terus 
berkembang. Berikut pemaparan dari beberapa teori dalam kriminologi, 
yaitu:49 
a. Teori Kriminal yang Berpusat pada Keanehan dan Keabnormalan 
Pelaku (Teori-teori Tipe Fisik) 
Teori tipe ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa terdapat 
perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang 
bertingkah laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang berbeda. 
Sesungguhnya bila diperhatikan, tingkah laku jahat seseorang merupakan 
cacat biologis dan inferioritas. Adapun yang termasuk ataupun tergolong 
dalam teori ini antara lain: 
1. Fisiogomi Theory 
                                                          
48 Ibid. 
49 Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 47 – 67. 
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Teori fisiognomi ini berlandaskan pada hubungan antara raut muka 
dengan kelakuan manusia. Adapun ciri-ciri yang kurang baik adalah: 
a. Laki-laki tidak berkumis; 
b. Perempuan berkumis; 
c. Mata yang gelisah, dan seterusnya. 
Teori fisiognomi ini mendorong lahirnya frenologi theory. 
2. Frenologi Theory 
Teori ini berdasarkan pada otak yang merupakan alat ataupun 
organ pada akal. Teori ini mendalilkan, bentuknya tengkorak sesuai 
dengan isinya, akal terdiri dari kecakapan-kecakapan dan fungsinya, dan 
kecakapan-kecakapan tersebut bersangkutan dengan bentuk otak dan 
tengkorak. Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang, yaitu: 
a. Cinta birahi; 
b. Cinta Keturunan; 
c. Keramahan; 
d. Sifat perusak, dan sebagainya. 
Sedangkan kecakapan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: 
a. Naluri-naluri aktif atau rendah; 
b. Sentimen-sentimen moral; 
c. Kecakapan-kecakapan intelektual. 
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Menurut Teori Frenologi ini, kejahatan disebabkan oleh naluri-naluri 
rendah, seperti; 
a. Cinta birahi; 
b. Cinta keturunan; 
c. Sifat militan; 
d. Sifat rahasia, dan sebagainya. 
3. Antropologi Kriminal 
Teori ini mendasarkan bahwa penjahat merupakan inferior secara 
organis. Sementara kejahatan adalah hasil pengaruh dari lingkungan 
terhadap organisme manusia yang rendah tingkatannya. Bagi penjahat 
hanya dapat dilakukan melalui cara eliminasi mutlak atau penumpasan 
secara total pada orang-orang secara fisik, mental, dan moral. 
4. Teori Interioritas dan Teori Tipe Fisik 
Menurut Kretschmer-Sheldon, teori ini berdasarkan pada anggapan 
tentang adanya interioritas atau cacat dasar yang telah dipekuat dengan 
pernyataan-pernyataan, bahwa macam-macam sifat yang dapat dilihat 
mencerminkan suatu kekurangan dengan mana orang dilahirkan di dunia 
ini, dan bersifat jonstitusional. 
Teori tipe fisik berlandaskan pada tiga tipe; 
a. Astenik 




5. Teori Tipe Tes Mental dan Kelemahan Jiwa 
Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa penjahat adalah tipe 
orang-orang yang memiliki cap tertentu. 
6. Teori Kewarisan 
Teori ini berdasarkan pada pendapat bahwa orang tua yang 
berperilaku jahat akan diturunkan kepada anakanya. 
7. Teori Psikopati 
Teori ini berdasarkan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan 
kelainan-kelainan dari pelakunya. 
b. Teori-teori yang Berpusat Kepada Pengaruh-pengaruh Kelompok 
atau Pengaruh Kebudayaan 
Ajaran teori ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: 
1. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas. Teori ini 
berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan dapat terukur melalui 
statistik. 
2. Kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal. 
Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan 
tingkah laku yang dipelajari, seperti kegiatan manusia yang selalu 
mencerminkan sesuatu dari kepribadiannya dan dari kecakapan-
kecakapannya namun berlawanan dengan hukum dan bertentangan 
dengan kesusilaan dalam masyarakat. 
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Adapun teori yang berpusat kepada pengaruh kelompok dan 
kebudayaan, yaitu: 
1. Interaksionisme Simbolik dan Pembelajaran Sosial 
a. Pluralism of Selves (Kemajemukan Diri), yaitu teori yang 
berpendapat bahwa seseorang mempunyai rasa diri sosial, 
kesadaran diri dianggap bergantung pada berbagai reaksi dari 
berbagai individu. 
b. The Looking Glass Self, yaitu teori dengan pendapat bahwa citra 
tentang penampilan kepada orang lain, citra terhadap penampilan 
kepada orang lain, citra terhadap penilaiannya terhadap 
penampilan, dan beberapa macam perasaan diri (self feeling) 
seperti kebanggaan. 
c. Definition of the Situation, berpendapat bahwa bila seseorang 
mendefenisikan situasi sebagai suatu kenyataan, maka akan nyata 
dalam akibatnya. 
d. Interaksionisme Simbolik, berpendapat bahwa tingkah laku yang 
dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari tingkah laku 
masyarakat sekitarnya. 
e. Aktualisasi Penyimpangan, berpendapat bahwa belajar menjadi 
penyimpang melibatkan suatu proses sosialisasi di mana intruksi 
rancangan, persetujuan, kebersamaan, perbincangan gaya hidup 
bahwa pelaku penyimpangan sendiri mulai mendefinisikan sebagai 
hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Teori Labeling 
Teori ini berlandaskan bahwa kriminalitas adalah sebuah kata, dan 
bukan perbuatan atau tindakan, kriminalitas didefinisikan secara sosial 
dalam suatu proses yang mendorong orang banyak memberikan cap 
pada kelompok minoritas, di mana dalam banyak hal bahkan mungkin 
mereka melaksanakan konsekuensinya daripada labeling tersebut. 
Akibatnya orang yang diberi cap cacat mungkin tidak bisa berbuat lain 
daripada peranan yang telah diberikan kepadanya. 
3. Teori Kriminologi dalam Berbagai Perspektif Biologi dan Psikologi 
(tokoh-tokoh) 
a. Auguste Comte (1789 – 1857) 
Auguste Comte membawa pengaruh penting bagi para tokoh 
mazhab positivis, menurutnya “The could be no real knoledge of 
social phenomena unless it was based on a positivis”. 
b. Cesare Lambrosso 
Lambrosso menghubungkan positivisme Comte dengan evolusi 
Darwin. Adapun ajaran inti dari teorinya menjelaskan tentang 
penjahat mewakili suatu tipe keanehan fisik yang berbeda dengan 
non kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili 
suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik 
yang mereflesikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teorinya tentang 
born criminal menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk 
yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek 
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moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak 
dibandingkan mereka yang bukan penjahat. 
c. Enrico Ferri 
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijalankan melalui studi 
pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor fisik dan sosial. Ferri 
juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol dengan 
perubahan sosial. 
d. Raffaela Garofalo 
Raffaela dalam teorinya mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan 
alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak 
peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang 
beradab dapat mengabaikannya. 
e. Charles Buchman Goring 
Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan 
siginifikan antara penjahat dan non-penjahat kecuali dalam hal 
tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan 
ramping. Gorris menampilkan temuan ini sebagai penegasan dari 
hipotesisnya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior 
tetapi tidak menemukan satu pun tipe fisik penjahat. 
c. Body Types Theorie 
1. Ernst Kretchmer (1888 – 1964) 





c. Pyknic; dan 
d. Beberapa tipe campuran. 
2. Ernest A. Hooten 
Hooten adalah seorang antropolog fisik. Perhatiannya terhadap 
kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya yang 
membandingkan penghuni penjara di Amerika dengan suatu control 
group dari non-criminal. 
3. William H. Sheldon 
Sheldon memformulasi sendiri-sendiri kelompok samatotypes. Menurut 
Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung 
lebih dari orang lainnya untuk terlibat perilaku ilegal. 
4. Sheldon Glueck 
Glueck melakukan studi komparatif antara laki-laki delinquent dengan 
non-delinquent. 
d. Penjelasan Psikologi atas Kejahatan 
1. Teori Psikologis 
Sugmund Freud dalam teori ini menghubungkan delinquenti dan 
perilaku kriminal dengan suatu conscience yang baik dan begitu 
menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau conscience 
begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan individu dan 
bagi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 
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2. Moral Development Theory 
Lawrence Kohlberg seorang psikolog menemukan bahwa pemikiran 
moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu: 
a. Preconventional stage; 
b. Conventional level; dan 
c. Postconventional. 
Sedangkan John Bowlhy, mengajukan Theory of Attachment, yang 
mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi lahir dan 
konsekuensi bila tidak mendapatkan hal tersebut. 
3. Social Learning Theory 
Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perilaku delinquent ini 
dipelajari melalui proses prikologis yang sama sebagimana semua 
perilaku non-delinquent. 
e. Teori-teori Kriminologi yang Menjelaksan Kejahatan dari 
Perspektif Sosiologis 
Teori-teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikategorikan dalam 
tiga kategori umum, yatitu: 
1. Strain Theories 
Theory Anomie dari Emile Durkheim. 
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Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang 
menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka pendekatan 
yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot, di 
mana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam 
suatu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang 
lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara 
bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomi. 
Durkheim memercayai bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas 
satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas yang ketat untuk 
kemampuan manusia. 
2. Cultural Daviance Theories 
Teori ini adalah teori yang mengaitkan perilaku dalam 
penyimpangan-penyimpangan budaya. 
3. Social Control 
Teori Kontrol Sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk 
mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini 
berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. 
f. Teori-teori dari Perspektif Lainnya 
Teori dari perpektif lainnya ini merupakan suatu alternatif 
penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan teori sebelumnya. 
Penjelasan laternatif ini secara tegas menolak model konsensus tentang 
kejahatan dalam semua teori sebelumnya. Menurut teori ini, kalau 
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perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum maka tidak 
seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai 
seorang penjahat. Dalam pembahasan ini kana dijelaskan mengenai teori-
teori: 
1. Labeling Theory 
Para ahli memandang para kriminal bukan sebagai orang yang 
terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka 
adalah individu-indivudu yang sebelumnya pernah berstatus jahat karena 
pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat. 
2. Conflick Theory 
Teori konflik ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada 
dan mencoba untuk meneliti mengenai proses pembuatan hukum dan 
penerapan hukum pidana. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Pemberantasan kejahatan di Indonesia memang sangatlah sulit 
sebab kejahatan telah ada sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu, 
perlu dipikirkan bersama tentang usaha menanggulangi kejahatan yang 
semakin marak. Wahju Muljono memberikan solusi dalam menanggulangi 
kejahatan, yaitu:50 
 
                                                          
50 Ibid, hlm. 77 – 84. 
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1. Penembakan Misterius 
Penembakan misterius yang dilakukan pada rezim orde baru 
terhadap para residivis merupakan tindakan yang tegas, mengayomi 
rakyat dari rasa gelisah dan ketakutan. Penembakan tersebut merupakan 
pemberian shock therapy bagi para penjahat dan membuat takut para 
penjahat. Namum, hal ini memiliki kelemahan yaitu tanpa melalui proses 
hukum, salah sasaran, dan adanya fitnah dari pihak ketiga. 
2. Penerapan Secara Tegas dan Maksimal 
Penerapan yang dimaksud dalam pencegahan ini adalah 
penerapan dan penegakan undang-undang secara maksimal. Penegakan 
tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa takut, ragu-
ragu, dan sesuai dengan peraturan atau undang-undang. 
3. Pemeriksaan Jiwa 
Pemeriksaan jiwa bagi penjahat adalah untuk mengetahui apakah 
pelaku itu sehat atau sakit jiwa. Apabila diketahui bila pelaku sehat, maka 
akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
untuk memberikan efek jera kepadanya. Sedangkan, kalau pelaku 
ternyata sakit jiwa, maka pelaku tersebut dapat dirawat dan dipulihkan 
jiwanya dengan jalan dikarantina sambil diobati. Salah satu upaya 





4. Pengangkatan Hakim 
Rekruitmen hakim menjadi salah satu usaha yang sangat penting 
bagi penanggulangan kejahatan. Sebab dengan adanya hakim yang baik 
akan menjadikan efek jera bagi penjahat. Hal ini dilakukan di dalam 
lembaga peradilan untuk mencari keadilan. 
Upaya penanggulangan tindak pidana terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu:   
a. Upaya Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha 
yangdilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara Pre-Emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi yang 
namanya kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan.Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, 
yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya saja, di tengah 
malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu 
akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada 
waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak 
negara seperti Singapura dan Australia dan yang lainnya. 
b. Upaya Preventif 
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Upaya Preventif  merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. 
Dalam upaya preventif, upaya yang dilakukan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang yang ingin 
melakukan pencurian kendaraan tetapi kesempatan itu dihilangkan karena 
kendaraan yang ada ditempatkan di tempat penitipan kendaraan yang 
aman, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi 
kejahatan.Jadi, dalam upaya preventif intinya adalah bagaimana 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari 
awal.  
c. Upaya Represif 
Upaya Represif adalah Upaya yang dilakukan pada saat telah 
terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. 
D.  Pulau dan Kepulauan Indonesia 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pulau adalah tanah 
atau daratan yang dikelilingi air di laut, sungai, dan danau. Sedangkan, 
kepulauan adalah gugusan beberapa buah pulau atau kumpulan pulau. 
Kemudian dalam Pasal 121 ayat 1 United Nations Convention On The Law Of 
The Sea 1982 (UNCLOS 82), penjelasan tentang pulau dinyatakan bahwa 
Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang 
dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. 
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Kemudian dalam Pasal 46 poin b United Nations Convention On The 
Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 82), penjelasan tentang kepulauan 
dinyatakan bahwa: 
“Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, 
perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang 
hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-
pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu 
kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang 
secara historis dianggap sebagai demikian” 
Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat 
air pasang naik. Implikasinya, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar 
dapat disebut sebagai pulau, yakni: 
1. Memiliki lahan daratan; 
2. Terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi; 
3. Dikelilingi oleh air, baik air asin (laut) maupun tawar; dan 
4. Selalu berada di atas garis pasang tinggi. 
Dengan demikian, gosong pasir, lumpur ataupun karang, yang 
terendam air pasang tinggi, menurut definisi di atas tak dapat disebut 
sebagai pulau. Begitupun gosong lumpur atau paparan lumpur yang 
ditumbuhi mangrove, yang terendam oleh air pasang tinggi, meskipun 
pohon-pohon bakaunya selalu muncul di atas muka air. 
E. Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar 
Kabupaten Kepulauan Selayar yang dahulu adalah Kabupaten 
Selayar diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 
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tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah kabupaten 
yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.51 Ibu kota 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah yaitu 1.357,03 km persegi dan luas wilayah lautan 
adalah 9.146,66 km persegi yang meliputi 11 kecamatan, 7 kelurahan, 81 
desa52, 130 buah pulau dengan panjang gari pantai 670 km persegi53 dan 
pada tahun 2014 berpenduduk sebanyak 128.744 jiwa54. Kabupaten 
Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub  wilayah pemerintahan yaitu 
wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, 
Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah 
kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu 
Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. 
Adanya pembagian wilayah tersebut menjadikan Kabupaten 
Kepulauan Selayar sebagai daerah yang dikelilingi lautan. Beberapa 
kecamatan berada di pulau-pulau kecil dan terpisah dengan daratan 
sehingga  menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu 
daerah yang luas. Luas tersebut adalah mencakup wilayah perairan, 
daratan, dan udara. 
                                                          
51 Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2008. 
52 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2015, Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 
2015, BPS  Kepulauan Selayar, 1101001.7301, hlm. 2. 
53 Lihat Bagian Menimbang poin (a) Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009 
54 Ibid, hlm. 41. 
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Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Selayar adalah dengan menerbitkan suatu peraturan daerah 
yang kemudian dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pengawasan 
tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya terhadap 
pengolahan atau usaha perikanan. Pengawasan yang dimaksud adalah 
dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah 
(Perda) dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 
kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan 
hasil perikanan55. Pengolahan tersebut  meliputi praproduksi, produksi, 
pengolahan, dan pemasaran56. 
Perlindungan terhadap karang di Kabupaten Kepulauan Selayar 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 
tahun 2010 tentang Pengolahan Terumbu Karang. Dalam peraturan 
tersebut, masyarakat berperan katif dalam melakukan pengawasan 
terhadap pengolahan karang. 57 Pengawasan yang sifatnya dalam bentuk 
penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang dengan berpedoman 
pada larangan dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu 
karang, yang meliputi: 58 
1. Penggunaan alat tangkap ikan berupa jaring dasar, yang 
menggunakan rantai pengejut di lokasi-lokasi tertentu; 
                                                          
55 Lihat Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 tahun 2009. 
56 Ibid, Pasal 4. 
57 Lihat Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010. 
58Ibid, Pasal 39. 
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2. Menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang; 
3. Membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu di 
kawasan terumbu karang; 
4. Berjalan-jalan atau melintas atau menginjakkan kaki di kawasan 
terumbu karang; 
5. Pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan atau 
cendramata kecuali karang hasil budidaya; 
6. Membawa dan/atau menyimpan bom dan/atau komponen-komponen 
bom di dalam kapal atau perahu, seperti; botol, jerigen, pupuk urea, 
penggala atau detenator dan alat penyemprot; 
7. Membawa bahan beracun yang dapat meracuni ikan, seperti tuha dan 
panditadan syianida; dan 






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-
empirik. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji 
seperti dalam Undang-Undang Perikanan maupun Perda Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Sedangkan Penelitian empirik yaitu penelitian yang 
dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dengan 
melibatkan pihak-pihak yang terkait. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Balai Taman Nasional Taka Bonerate Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar 
sebagai lembaga  yang berwenang memberikan suatu data dari apa yang 
akan diteliti oleh penulis. Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 
didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah 
kepulauan yang tentunya dikelilingi oleh lautan sehingga banyak terjadi 
perilaku yang menyimpang dan sifatnya merusak lingkungan khususnya 
lingkungan perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.  
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa :  
1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian 
yaitu, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Balai 
Taman Nasional Taka Bonerate Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar 
sebagai lembaga  yang berwenang memberikan suatu data dari apa 
yang akan diteliti oleh penulis. Sumber data primer ini akan menjadi 
hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah 
menegetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta 
dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.  
2.  Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-
undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-
pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal 
ini pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Taman Nasional Taka 
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Bonerate Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepolisian 
Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar; 
b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait. 
 E. Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara 
kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh 
dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan  
perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli 
dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen 
dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Aktivitas perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 
kegiatan yang menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi 
masyarakat. Daerah yang dikelilingi oleh lautan menjadikan Kepulauan 
Selayar sebagai salah satu sumbangsi maritim bagi Bangsa Indonesia 
dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di bidang 
perikanan. Perkembangan teknologi pun semakin meningkat mengingat 
kabupaten ini adalah daerah yang telah dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana yang cukup. Perkembangan tersebut dapat pula dilihat dari 
pengolahan perikanannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia telah menetapkan alat pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya ikan dan lingkungannya mulai dari prapoduksi, produksi, 
pengolahan, sampai dengan pemasaran sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. 
Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan alat-
alat yang dapat digunakan dalam melakukan penangkapan ikan, namun 
pada kenyataannya masih terdapat beberapa nelayan yang menggunakan 
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alat di luar yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan. Menanggapi 
fenomena tersebut, Baharudddin Lopa mengemukakan bahwa:59 
Di sinilah dilema menghadapi masalah perikanan itu, karena 
disadari bahwa dengan menangkap ikan dalam jumlah besar, dari 
segi ekonomis menguntungkan dan langsung dapat menolong 
kehidupan para nelayan. Tetapi dari segi kepentingan pelestarian 
(memelihara sumber-sumber perikanan) tidak tepatlah langkah itu. 
 
Alat penangkapan ikan yang dipergunakan oleh masyarakat atau 
nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar sangatlah beragam baik untuk 
penangkapan ikan pelagis, ikan demersal, maupun ikan karang. Salah 
satunya adalah penggunaan alat penangkapan ikan yang sifatnya 
merusak lingkungan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kegiatan illegal 
fishing yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengawasan yang 
tidak maksimal, lemahnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar 
instansi terkait, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan dikenal beberapa jenis delik atau tindak pidana 
perikanan, diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 104. Adapun delik 
perikanan ini terbagi atas, delik perusakan sumber daya ikan dan 
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penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik 
pencemaran dan delik pengelolaan sumber daya ikan dan delik usaha 
perikanan tanpa izin.60  
1. Delik Perusakan Sumber Daya Ikan dan Penangkapan Ikan 
dengan Menggunakan Bahan Peledak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusakan berarti 
proses, cara, atau perbuatan merusakkan. Merusak dalam hal ini adalah 
menjadikan suatu barang atau benda rusak. Jadi, barang atau benda 
tersebut dimanipulasi dengan cara sengaja atau tidak sengaja menjadi 
tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi.  
Adapun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan 
dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang 
lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Penafsiran perusakan 
dalam KUHPidana hanya menjelaskan tentang perusakan terhadap 
barang atau kekerasan terhadap orang. Hewan atau binatang di dalam 
KUHPidana masuk pula dalam pengertian barang. 
Dalam kegiatan panangkapan ikan oleh nelayan dengan cara 
menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak sumber daya perikanan 
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kebanyakan dilakukan oleh nelayan atau secara garis besar dilakukan 
oleh pemilik usaha perikakanan. Penangkapan yang dilakukan tersebut 
tujuannya untuk memperoleh hasil yang lebih semata-mata hanya 
menguntungkan bagi nelayan tertentu tanpa memikirkan dampak yang 
ditimbulkan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal 
tersebut adalah tidak meratanya perekonomian sehingga rawan terjadi 
kesenjangan ekonomi.  
Adapun jenis tindak pidana perusakan tersebut diatur dalam 
ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada 
dasarnya perusakan sumber daya ikan tidak dikualifikasikan secara jelas 
dalam KUHPidana. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan 
dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana perusakan terhadap barang. Berdasarkan KUHPidana 
tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima 
macam, yaitu : 
1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok; 
2. Penghancuran atau perusakan ringan; 
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, 
telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum); 
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4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja; dan 
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. 
Perusakan yang merupakan bagian dari kegiatan illegal fishing 
merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang 
tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan standar operasional 
penangkapan ikan. Tindak pidana perikanan termasuk kegiatan 
malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan 
kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan illegal fishing umumnya bersifat 
merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-
mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap 
ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi 
nelayan tertentu. 
Terkait dengan perusakan sumber daya ikan sesuai dengan inti dari 
pembahasan hasil penelitian ini, hal tersebut digolongkan ke dalam 
penghancuran dan perusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini 
diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:  
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum 
menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau 
sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tiga ratus rupiah”. 
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Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan 
sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan sampai akhirnya tidak 
dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut 
pasal ini harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, 
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan sesuatu  bahwa pembinasaan dan sebagainya itu 
dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kemudian 
barang itu harus sama sekali atau sebagian milik orang lain.   
Adapun yang dihukum menurut pasal  ini tidak saja mengenai 
barang, tetapi juga mengenai "binatang".  Apabila unsur-unsur dalam 
tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam 
tindak pidana ini yaitu: 
1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi menghancurkan, merusak, 
membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang, 
dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain; 
2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan 






Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan menyebutkan 
bahwa: 
“Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, 
dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang memngganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan 
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
 
Ketentuan dalam pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat 
penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau 
standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga 
didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Salah satu 
alat penangkapan ikan yang dilarang adalah penggunaan bahan peledak 
atau yang biasa disebut bom ikan. 
Tindakan atau kegiatan pengolahan dan usaha perikanan dengan 
menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak dan 
merugikan kelestarian sumber daya ikan dapat menimbulkan kerusakan 
sumber daya ikan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Undang-undang 
Perikanan bahwa:  
Yang dimaksud dengan kerusakan sumber daya ikan adalah 
terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat 
membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang 
diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang 
telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap 
keseimbangan biologis atau daur hidup simber daya ikan. 
Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, 
pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 
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penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan 
ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian 
sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah 
pengolahan perikanan di Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan 
alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam mengingat 
laut Indonesia terdapat berbagai jenis sumber daya ikan yang sangat 
bervariasi sehingga sangat perlu dilakukan agar dapat menghindari 
tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. 
Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perikanan mengatur 
mengenai larangan bagi setiap orang yang merusak plasma nuftah di 
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Flasma nuftah adalah subtansi 
yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup dan merupakan sumber atau 
sifat keturunan  yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit 
untuk menciptakan jenis unggul baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
melindungi plasma nuftah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, 
disamping juga untuk melindungi ekosistem yang ada. 
2. Delik Pencemaran 
Lingkungan hidup, termasuk lingkungan laut atau perikanan 
merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi umat 
manusia. Karena itu pendayagunaan sumber daya perikanan haruslah 
memperhitungkan kebutuhan masa kini dan generasi mendatang. 
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Sehingga terdapat cukup alasan, penyelenggaraan dan pengelolaan 
sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
dan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat 
kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta 
perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup 
(lingkungan sumber daya ikan). 
Pengelolaan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan 
sesungguhnya telah menjadi kebutuhan dunia saat ini. Hal ini dikarenakan 
krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan. 
Sebaliknya sudah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas 
toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan. Dalam perspektif krisis 
ekologis itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan laut memperlihatkan 
kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 
Pencemaran lingkungan secara umum adalah masuk atau 
dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke 
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan  kerusakan 
lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.61 Kemudian 
menurut penjelasan undang-undang perikanan, yang dimaksud dengan 
pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan 
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dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat 
perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak 
berfungsi sebagaiman seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang 
memanfaatkannya. 
3. Delik Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan 
Tanpa Izin 
Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat 
diperbaharui mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya 
dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara 
bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, maka 
akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian 
sumber daya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang 
pasti dan disertai dengan penegakan hukum yang sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, lemahnya 
penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya eksosistem 
perairan laut. 
Melihat permasalahan tersebut, maka pengelolaan perikanan 
merupakan hal yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. 
Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam 
mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi 
maupun sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dan laut Indonesia. 
Pentingnya pengelolaan perikanan secara terpadu sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dilakukan secepat mungkin mengingat 
 68 
 
Bangsa Indonesia mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan dan 
hidup di daerah pesisir. 
Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, sumber daya ikan adalah 
potensi semua jenis ikan. Ikan menurut undang-undang ini adalah segala 
jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di 
dalam lingkungan perairan. Jadi, sumber daya perikanan adalah potensi 
semua jenis organisme yang seluruh dan sebagian siklus hidupnya berada 
di dalam perairan dan kemudian dimanfaatkan oleh manusia mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang 
dilaksankan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan, usaha 
perikanan adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam sistem 
bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan 
pemasaran. Termasuk di dalamnya usaha perikanan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemasaran ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia. 
Dalam melaksanakan usahanya, setiap orang harus memiliki Surat izin 
Usaha Perikanan (SIUP). 
Adapun wilayah pengelolaan perikanan meliputi wilayah perairan 
Indonesia, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), dan sungai, danau, 
waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta 
lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. 
Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Wilayah 
Negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang 
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optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 
Pengelolaan tersebut harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau 
kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.62 
Pengelolaan sumber daya ikan saat ini dan yang akan datang 
didasarkan pada Undang-Undang Perikanan dengan memperhatikan hal-
hal berikut:63 
1. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, 
keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, 
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan 
pembangunan yang berkelanjutan; 
2. Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip 
perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya; 
3. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan 
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 
4. Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan 
yang berkesinambungan dan didukung dengan penelitian dan 
pengembangan perikanan serta pengendalian yang tepadu; 
5. Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan 
pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan; 
6. Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan 
prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik 
perikanan; 
7. Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, 
kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan; 
8. Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan 
kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan; 
9. Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan 
memberdayakan nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil; 
10. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, 
ZEEI, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan 
atau standar internasional yang berlaku; 
11. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang 
berada di perairan Indonesia, ZEEI maupun laut lepas dilakukan 
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pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan 
memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai 
dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia; 
12. Pengawasan perikanan; 
13. Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak 
pidana perikanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia; 
14. Pembentukan pengadilan perikanan; dan 
15. Pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan 
nasional. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perikanan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
Secara faktual wilayah Indonesia separuhnya adalah laut, yakni 3.1 
Juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer 
persegi, yang terdiri dari 17.504 pulau. Fakta ini sekaligus mengukuhkan 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 64 Fakta geografis 
yang menggolongkan wilayah Indonesia sebagai negara maritim atau 
bahari tersebut dapat menggambarkan seperti apa aktivitas penduduk 
yang mendiaminya. Tentunya kehidupan penduduk di Indonesia akan 
lebih banyak berkaitan dengan laut seperti pelayaran, perikanan, dan 
sebagainya. 
Fakta telah menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan telah 
menjadi tindakan yang sangat mengancam sumber daya alam Indonesia 
dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada 
masyarakat dan negara. Hal ini sangat menjadi ancaman bagi 
keberlangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak 
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ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk hidup di 
dalam laut. 
Tanpa pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis 
Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan 
pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang 
merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Masalah 
penangkapan ikan secara ilegal, masih marak terjadi di perairan 
Indonesia. Salah satu tempat yang rawan dijadikan tempat melakukan 
aksi penangkapan ikan secara ilegal adalah Kawasan Taman Nasional 
Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provonsi Sulawesi-
Selatan. 
Berdasarkan hasil penelitian di wilayah atau daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar khususnya tindak pidana perikanan terdapat banyak 
kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak 
hukum tersebut adalah dari Instansi Kepolisian, Tentara Nasional 
Indonesia, Balai Taman Nasional, dan Satuan Petugas Dinas Kelautan 
dan Perikanan. Termasuk yang terlibat dalam penanganan kasus 
perikanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Taman 
Nasional Taka Bonerate dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP) Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah 
naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai 
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Negeri Sipili Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi selain penyidik TNI AL, 
penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di bidang perikanan yang 
terjadi di wilayah ZEEI. Artinya Penyidik PNS Perikanan mempunyai 
wewenang yang luas dalam penanganan tindak pidana perikanan dan 
mempunyai peran yang utama dalam penanganan tindak pidana 
perikanan. Penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas dapat 
melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang 
perikanan.65 Dalam penanganan tindak pidana perikanan di Kabupaten 
Kepulauan Selayar itu melibatkan Polisi Kehutanan (Polhut) Balai Taman 
Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar . Polhut dapat 
melakukan koordinasi dengan TNI AL, Penyidik Kepolisian atau Satpolair, 
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai perannya masing-masing. 
Adapun alasan Polhut dapat melakukan koordinasi dan terlibat 
dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan Satuan 
Polhut adalah petugas pengawas di wilayah Kawasan Konservasi Taman 
Nasional Taka Bonerate. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang 
Perikanan, Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan di 
wilayah kawasan konservasi perairan.  Melihat banyaknya penyimpangan 
yang terjadi dalam kawasan konservasi dan dapat merusak 
keberlangsungan hidup sumber daya perikanan, maka Polhut berperan 
                                                          
65 Lihat Pasal 73 Undang-Undang Perikanan. 
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sebagai bagian dari operasi pengawasan perikanan dalam lingkup kecil 
yaitu hanya pada kawasan Taman Nasional dan Wilayah Konservasi Taka 
Bonerate. Berikut adalah data penyimpangan dan gangguan yang ada di 
wilayah Konservasi Taman Nasional Taka Bonerate: 
Diagram 1 
Data Gangguan Kawasan Taman Nasional 
 
Sumber: Data Statistik Balai Taman Nasional Taka Bonerate Tahun 2015 
Data di atas menunjukkan banyaknya gangguan yang dapat 
mengancam keberlangsungan dan kelestarian hidup Sumber Daya Ikan. 
Dari data tersebut disimpulkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan 
yang dapat merusak dan menggangu habitat ikan meningkat pada tahun 
2015 dibanding dengan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran lain di 
tahun sebelumnya. Diagram tersebut menunjukkan bahwa di Kawasan 
Taman Nasional Taka Bonerate lebih banyak terjadi tindak pidana 
kejahatan dibandingkan pelanggaran. Hal ini didasarkan pada Pasal 103 
Undang-Undang Perikanan. Kegiatan yang sifatnya mengganggu dan 
























perikanan Negara Republik Indonesia dapat dipidana sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. Tindak pidana perikanan dalam lingkup 
Taman Nasional Taka Bonerate adalah tindak pidana atau delik 
perusakan sumber daya ikan dengan menggunakan bahan peledak dan 
alat tangkap yang dapat mengancam kehidupan dan keberlanjutan 
sumber daya ikan. 
Adapun temuan dan data tindak perikanan yang telah ditangani 
oleh salah satu instansi penegak hukum Tindak Pidana Perikanan yaitu 
Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) dengan berkoordinasi dengan 
penyidik lain yaitu TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta 
Penyidik Balai Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan 
Selayar dalam kurun waktu dari tahun 2013 s/d 2016 melalui tabel 
(terlampir) penanganan dan penyelesaian tindak pidana perikanan Satuan 
Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Penanganan tersebut 
dilakukan oleh Unit Penegakakn Hukum (Gakkum). Dari hasil penelitian, 
peneliti memperoleh data penanganan dan penyelesaian tindak pidana 
perikanan mulai tahun 2013 s/d 2016. penanganan tersebut dilakukan 







Berdasarkan tabel (terlampir) tersebut, dapat dirincikan kasus 
illegal fishing berdasarkan jenisnya yaitu: 
Tabel 
Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal 




Perusakan Sumber Daya Ikan 
dan Penangkapan Ikan 









2013 1 - - 
2014 5 - - 
2015 7 - - 
2016 8 - - 
Jumlah 21 Kasus - - 
Sumber: Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan dari Kepolisian Perairan,    
Polisi Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Dari hasil penelitian yang dijabarkan sesuai dengan tabel di atas, 
terlihat bahwa selama kurun waktu dari tahun 2013 s/d 2016 ditemukan 21 
Kasus tindak pidana di bidang perikanan. Selama kurun waktu 
empattahun tersebut, kasus perikanan yang terjadi di Kabupaten 
Kepulauan Selayar secara keseluruhan merupakan tindak pidana 
perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan 
menggunakan bahan peledak. Berdasarkan data tersebut, disimpulkan 
bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 21 kasus tindak pidana 
yang merupakan satu delik saja dan diantara dua delik lainnya masih 
belum ditemukan di daerah tersebut. 
 76 
 
Kemudian  dari hasil penelitian, penulis melakukan survei lapangan 
dengan tujuan memastikan penyebab tindak pidana perikanan dengan 
mengambil sampel dari tiga kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 
yaitu Kecamatan Bontomatene, Bontoharu, dan Benteng dengan jumlah 
populasi sebanyak 50 orang. Survei ini dilakukan agar dapat menjadi 
pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani dan melakukan 
usaha-usaha pencegahan terkait penyebab terjadinya tindak pidana 
perikanan. Data tersebut sekaligus menjadi tanggapan beberapa pelaku 
yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Hasil survei 
tersebut dijabarkan dalam diagram berikut: 
Diagram 2 
Tanggapan Nelayan Tentang Aturan Perikanan 
 























Mengetahui/Sering Mengikuti Kurang Mengetahui/Jarang Mengikuti




Berdasarkan data dari diagram di atas terlihat bahwa nelayan 
kebanyakan mengetahui adanya larangan penggunaan kompressor, 
pembiusan ikan, penggunaan peledak dan sering mengikuti sosialisasi. 
Akan tetapi nelayan pada umumnya tidak mengetahui secara keseluruhan 
adanya Undang-Undang Perikanan. Mereka hanya mengenal larangan 
penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya 
ikan. Para nelayan tersebut sebenarnya mengetahui adanya larangan 
penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak habitat 
dan keberlangsungan hidup Sumber Daya Ikan. Dari hasil tersebut, 
penulis menarik kesimpulan bahwa para nelayan yang telah melakukan 
tindak pidana perikanan karena faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, 
pendidikan, dan sebagainya.  
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pada bidang tersebut, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Suaib Bin Baso Mida Alias Tanca menggunakan bahan kimia dalam 
menangkap ikan. 
Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana tersebut 
adalah didasarkan atas unsur kesengajaan. Selain itu dia melakukan 




2. Mustafa Alias Tapa Bin Badarunddin menggunakan bahan kimia dalam 
penangkapan ikan dan dapat merusak keberlangsungan hidup sumber 
daya ikan. 
Mustafa melakukan tindak pidana perikanan didasarkan atas unsur 
kesengajaan. Alasannya melakukan tindak pidana tersebut adalah 
karena tidak mengetahui adanya batasan atau larangan penggunaan 
alat bantu penangkapan ikan yang menurutnya tidak merusak sumber 
daya ikan. 
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 
petugas lapangan yang mengawasi perairan Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 
1. Satuan Polisi Perairan 
Faktor utama pelaku melakukan tindak pidana illegal fishing adalah 
faktor kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang dimaksud adalah 
rasa iri pelaku terhadap orang di sekitarnya yang memiliki penghasilan 
lebih dibandingkan penghasilannya. Hal tersebut juga menimbulkan 
rasa iri bagi keluarganya dan dirinya sehingga pelaku melakukan 
tindak pidana tersebut. 
2. Polisi Kehutanan 
Salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan adalah kurangnya 
pengawasan dari aparat yang terjun langsung dalam penanganan dan 
pengawasan tindak pidana illegal fishing. Hal ini disebabkan karena 
jumlah Satgas sangat minim yaitu hanya berjumlah belasan orang 
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dibandingkan luas lautan yang luas. Kemudian yang menjadi faktor lagi 
adalah sarana dan prasaran yang digunakan masih sangat terbatas. 
Hal inilah yang dapat menyebabkan lemahnya pengawasan di wilayah 
laut Kepulauan Selayar. 
3. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena 
adanya jaringan bagi distributor bahan baku bom ikan yang merupakan 
tindak pidana yang paling marak di daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar.  
Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor Kesadaran, Ketaatan dan Efektivitas Hukum 
Sebagaimana telah dikemukakan oleh Achmad Ali dalam bukunya 
bahwa dia sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Krabbe yang 
menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran 
atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang 
ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kemudian Achmad Ali 
menambahkan bahwa kesadaran hukum akan lebih lengkap lagi, jika 
ditambahkan dengan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang 
hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, seperti yang 
dikemukakan oleh Paul Scholten dengan pernyataan bahwa kesadaran 
hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa 
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warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan.66 
Demikian pula, alasan pokok yang dikemukakan oleh semua 
pengawas perikanan yaitu terjadinya tindak pidana illegal fishing 
dikarenakan oleh faktor kesadaran dan ketaatan hukum. Seperti yang 
dianalogikan oleh Achmad Ali dalam bukunya tentang Menguak Teori 
Hukum yaitu pengendara yang melanggar lampu merah. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan contoh dari hasil penelitian yaitu seorang 
nelayan yang mengetahui adanya larangan melakukan pengeboman di 
laut adalah sebuah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa 
hanya pengawas perikanan, Polhut, dan Polair yang berwenang 
menangkapnya. Orang itu. Dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu 
tidak melakukan tindakan illegal fishing. Ketika orang tersebut  itu tidak 
melihat adanya Satuan Petugas (Satgas) pengamanan laut dan 
perikanan, maka orang itu karena keinginannya untuk mendapatkan hasil 
yang lebih, maka dia melakukan pengeboman ikan tanpa memikirkan 
akibatnya. Ketaatan hukum tersebut juga dipengaruhi karena adanya 
oknum di belakang pelaku. 
Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Unit 
Penanganan dan Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Kepolisian 
Perairan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kepulauan Selayar 
bahwa adanya kasus illegal fishing  karena masyarakat sadar terhadap 
                                                          
66 Achmad Ali, 2012, Op.cit, Jakarta, hlm. 299. 
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hukum tetapi tidak taat hukum. Satuan Polisi Perairan seringkali 
melakukan kegiatan sosialisasi ke warga Kepulauan Selayar teutama 
kepada para nelayan terkait bahaya menggunakan alat tangkap ikan yang 
dapat merusak keberlangsungan hidup sumber daya ikan. Dengan alasan 
tidak taat hukum, mereka membangun pola pikir yang instan agar 
mendapat hasil tangkapan yang lebih meskipun melanggar ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Padahal sebenarnya aturan tersebut 
dibuat untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, satuan pengawas dan 
pengamanan dalam lingkup perairan Kepulauan Selayar sangat minim 
sehingga menimbulkan sedikit kebebasan bagi pelaku untuk menjalankan 
tindakanya. Kurangnya pengawasan tersebut didukung lagi dengan 
sarana dan prasarana yang kurang memadai.67 
Demikian pula, dari hasil wawancara dengan pihak Satuan 
Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan bahwa 
Kepolisian Perairan juga seringkali sosialisasikan regulasi dan aturan 
terkait illegal fishing. Tetapi hal ini tetap tidak diindahkan oleh masyarakat, 
tetapi pelaku masih bisa melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil 
penelitian, pelaku semakin pintar dalam melakukan tindak pidana 
perikanan dengan merakit perahu yang lebih cepat dibandingkan perahu 
pengawas dari Kepolisian Perairan. Kemudian, untuk mengatasi hal 
tersebut Kepolisian Perairan melakukan salah satu cara untuk dapat 
menyadarkan masyarakat terhadap apa yang dilakukan adalah tindakan 
                                                          
67 Agustinus Pati, Wawancara, Kepala Unit Penegakan Hukum, Kantor Kepolisian Perairan Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 20 Desember 2016. 
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yang dapat merusak sumber daya alam. Cara tersebut dilakukan dengan 
memasang papan informasi di setiap perahu terkait larangan illegal 
fishing. 
Adapun faktor lain penyebab terjadinya illegal fishing  terkait 
dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya oknum dibelakang 
pelaku. Hal ini dibenarkan oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan yang menyatakan bahwa illegal fishing  terjadi di Kepulauan 
Selayar disebabkan karena adanya aparat yang bekerjasama dengan 
pelaku sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari aparat. 
Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan 
Selayar menjadi lemah.68 Kemudian Terkait dengan penegakan hukum di 
Kabupaten Kepulauan Selayar, Peraturan Daerah yang telah dibentuk 
akan dihapuskan sehingga dalam penegakannya tidak lagi menggunakan 
aturan tersebut karena aturannya dinilai kurang efektif dalam penegakan 
illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar69. 
Berdasarkan hasil penelitian, dalam penegakan tindak pidana di 
bidang perikanan terkait dengan pengunaan alat bantu penangkapan ikan 
yang sifatnya merusak sumber daya perikanan itu dilarang sesuai yang 
diatur dalam undang-undang perikanan. Misalnya penggunaan 
kompressor dalam menangkap ikan berdarakan Undang-Undang 
                                                          
68 Anto Noer Fajar, Wawancara, Koordinator Satuan Polisi Kehutanan, Balai Taman Nasional Taka 
Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, 25 Desember 2016. 
69 Moh. Amran, Wawancara, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Kepulauan Selayar, 29 Desember 2016. 
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perikanan itu dilarang. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-
Undang Perikanan yaitu: 
Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan ikan yang menggangu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 
 
Adapun yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat 
bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan termasuk, di antaranya, jaring trawl dan pukat harimau, 
dan/atau kompressor.70 
Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh hasil bahwa kompressor 
di kabupaten kepulauan selayar tidak bisa menjadi barang bukti tunggal 
tindak pidana illegal fishing.71 Hal ini ditafsirkan oleh salah satu staf Dinas 
Kelautan dan Perikanan bahwa di dalam Undang-Undang Perikanan itu 
yang dilarang hanyalah alat yang sifatnya merusak. Sedangkan 
kompressor kalau dipergunakan sebagai alat penangkapan ikan belum 
tentu merusak karena hanya sebagai alat bantu pernapasan. Menurutnya, 
penggunaan kompressor kalau dikategorikan melanggar Undang-Undang 
Perikanan itu susah dibuktikan di pengadilan72. 
Kemudian berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum di 
Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum menggunakan Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 
menangani kasus perikanan. Kalau dikaji secara mendasar, kegiatan 
                                                          
70 Lihat Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan 
71 Keputusan Bersama Muspida Kabupaten Kepulauan Selayar. 
72 Moh. Amran, Op.Cit. 29 Desember 2016 
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tindak pidana perikanan selain mengganggu ekosistem perikanan, juga 
merusak lingkungan hidup seperti penggunaan peledak dalam melakukan 
tindak pidana perikanan. Kaitannya dengan hal ini, dalam penerapan 
undang-undangnya menggunakan penggabungan tindak pidana dimana 
dalam waktu tertentu  seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana. 
Penggabungan tersebut dalam hukum dikenal dengan istilah Concursus 
(Perbarengan). Adapun bentuk-bentuk Concursus adalah sebagai berikut: 
a. Concursus Idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu 
perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa 
peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak 
pidana.  
b. Concursus Realis  terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 
perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan 
terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. 
Berdasarkan klasifikasi kedua asas di atas, penerapan dalam 
penanganan kasus perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar 
menggunakan salah satu asas di atas yaitu Concursus Idealis yaitu 
dengan melakukan satu perbuatan seperti pengeboman ikan dan 
sebagainya tetapi ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia 
telah melakukan beberapa tindak pidana. Sebagai contoh, pengeboman 
ikan selain melanggar Undang-undang Perikanan juga melanggar 




2. Faktor Ekonomi Nelayan yang Rendah 
Negara Indonesia adalah negara yang dapat diklasifikasikan 
sebagai negara kesejahteraan yang mempunyai kewajiban untuk 
menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 
ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara perdamaian 
dunia. 
Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan 
untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan ini mengandung suatu 
penegasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan 
seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk 
memberantas kemiskinan. Kemudian berdasarkan penjelasan UUD NRI 
1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
hukum dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian 
maka penggarisan negara Indonesia adalah negara hukum yang 
mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang 
menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, 
maupun antara warga negara dengan negara atau pemerintah yang 
berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik 
warga negara yang berstatus rakyat maupun status pejabat pemerintah 
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harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini dikarenakan hukum tidak 
memandang siapa dan kedudukan semua warga negara sama di depan 
hukum (Equality Before The Law). 
Kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu cita-cita bagi 
semua bangsa di dunia seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun 
telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang 
dihadapi oleh manusia dimanapun dan kapanpun jika terjadi kesenjangan 
ekonomi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali 
dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga 
salah satu masalah yang dihadapi Indonesia. Berbagai macam kebijakan 
yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan 
perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di 
Indonesia. Berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapat tanggapan serius 
memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi 
lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal 
pembangunan pertanian, pembangunan wilayah atau kawasan, dan lain-
lain. 
Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia merupakan potensi 
ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai 
tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal 
diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan 
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memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dari 
devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, 
meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan 
serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pebudidayaan ikan 
serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya 
perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan 
dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya 
dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan dalam sektor ekonomi 
yang dikomparasikan dengan sektor hukum melalui pengaturan dalam 
pengelolaan perikanan.73  
Hubungan antara sektor ekonomi dengan hukum merupakan dua 
sektor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sumantoro 
mengungkapkan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat norma-
norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara 
subtansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh 
negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialistis, atau campuran).74 
Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup 
juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang 
sehingga menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah. 
Mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang 
perekonomian individu agar bisa hidup layak. 
                                                          
73 I Nyoman Nurjaya, dkk, 2015, Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat, 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 158. 
74 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.  58. 
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Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kanit 
Penegakan Hukum Kepolisian Perairan Resort Kepulauan Selayar, 
Agustinus Pati bahwa adanya kasus illegal fishing di wilayah perairan 
Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan 
yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan 
pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara cepat atau 
instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-
undangan. Adanya pernyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 
atau nelayan yang rendah mempengaruhi hal-hal lain yang berkaitan 
dengan kondisi perekonomian di bidang perikanan Kabupaten Kepulauan 
Selayar.  
3. Faktor Pendidikan yang Rendah 
Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi penyebab 
terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Nelayan cenderung tidak 
mengetahui apa itu perikanan dan apa itu Undang-Undang Perikanan. 
Nelayan juga tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melakukan 
illegal fishing. 
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengungkapkan 
bahwa tindak pidana illegal fishing disebabkan karena pengetahuan dan 
pendidikan nelayan masih sangat rendah. Pengetahuan nelayan terhadap 
teknologi masa kini juga masih sangat kurang. Bantuan sosial yang 
merupakan alat moderen masih jarang dipergunakan oleh masyarakat 
karena kebanyakan nelayan masih buta teknologi. Bom yang merupakan 
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alat penangkapan ikan ilegal masih dikategorikan sebagai alat tradisional 
yang sering digunakan oleh para nelayan atau pelaku illegal fishing. 
Mudahnya memperoleh bahan baku bom juga menjadi salah satu faktor 
yang mendorong masyarakat banyak melakukan tindak pidana tersebut. 75 
Dari hasil putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 
Kabupaten Kepulauan Selayar, para pelaku yang melakukan tindak 
pidana perikanan hanya memiliki tingkat pendidikan setara dengan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Hal ini 
tergambar sehingga dapat disimpulkan pelaku illegal fishing memiliki 
pendidikan yang tergolong rendah. 
4. Kurangnya Koordinasi antar Instansi 
Dalam penerapan aturan dan regulasi beberapa instansi dalam 
bidang perikanan di Kabupaten Kepualauan Selayar masih berjalan 
sendiri-sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. 
Koordinasi dan sinergitas antar instansi belum tercapai secara maksimal. 
Akhirnya sering terjadi gesekan antar instansi maupun lembaga yang 
berperan dalam penanganan tindak pidana perikanan. Hal ini seringkali 
menimbulkan dilema bagi beberapa instansi yang berperan dalam bidang 
perikanan. Padahal menurut amanah dalam Undang-Undang Perikanan, 
yang harus berperan aktif melakukan pengawasan dan pencegahan serta 
penyidikan terkait tindakan illegal fishing adalah Dinas Kelautan dan 
                                                          
75Syaiful Asri, Wawancara, Koordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 5 Desember 2016. 
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Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi sentral dalam 
penaganan kasus perikanan.76 
Keberadaan instansi penyidik dengan posisi sejajar dan 
kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang 
perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Penyidik 
PNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian 
wilayah yang paling luas, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 
(ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta pelabuhan perikanan. Sementara itu, 
penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah 
Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah 
penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga 
penyidik (PPNS, Penyidik TNI-AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, 
Penyidik TNI-AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan 
dari instansi penyidik  tersebut. 77 
Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut 
sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan 
berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam 
pelaksanaannya, artinya sama- sama berwenang melakukan penyidikan 
serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan Berita Acara 
                                                          
76 Anto Noer Fajar, Op.Cit. 25 Desember 2016. 
77 Marhaein Ria Simbo, op.cit. hal. 113. 
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Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa 
adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya 
bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama 
berwenang).78 
E. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam 
Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perikanan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
Masalah tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten 
Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2013 s/d 2016 jika dilihat dari segi 
jumlahnya telah menjadi ancaman bagi nelayan-nelayan tradisional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus melakukan 
penyelesaian yaitu pencegahan dan mengatasi tindak pidana di bidang 
perikanan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di 
Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai berikut: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak 
pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tindakan preventif 
merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara 
sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk menjaga agar tindak 
pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diminimalisir. 
Upaya-upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut: 






a. Penyuluhan Hukum 
Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan intansi di bidang perikanan dengan tujuan 
mempekenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
tentang hukum-hukum yang berlaku di bidang perikanan. Minimal dalam 
penyuluhan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dampak dan larangan 
penggunaan alat-alat deskruktif dalam penagkapan ikan. Berdasarkan 
hasil penelitian, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan 
rutin di wilayah-wilayah daratan yang rawan terjadi kegiatan illegal fishing, 
misalnya dilakukan sosialisai atau penyuluhan hukum melalui media 
massa, seminar langsung di masyarakat atau pertemuan dengan tokoh-
tokoh masyarakat kemudian tokoh tersebut yang menyampaian langsung 
kepada masyarakatnya. Tujuan dari penyuluhan ini adalah memberi 
pemahaman tentang hukum yang berlaku sehingga masyarakat akan 
melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Dalam bidang perikanan, Kepolisian Perairan melakukan sosialisasi 
sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. Kalau terdapat kendala 
sehingga penyuluhan kurang intens dilakukan, biasanya hanya dilakukan 
sebanyak dua kali dalam sebulan. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan 
melibatkan dan mengarahkan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal 
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ini dilakukan dengan cara masyarakat yang diarahkan untuk melaporkan 
kepada pihak yang berwenang  apabila terjadi tindakan illegal fishing.  
b. Pelaksanaan Patroli Secara Rutin 
Kegiatan patroli ini dilakukan tidak menentu untuk menghindari 
terjadinya illegal fishing di waktu-waktu tertentu. Patroli dilakukan 
sebanyak mungkin dalam sebulan sesuai dengan persediaan sarana dan 
prasarana yang ada. Namun, yang menjadi hambatan dalam kegiatan 
patroli ini adalah sarana dan prasarana kurang memadai dan kondisi 
cuaca yang ekstrem sehingga mengganggu aktivitas patroli lapangan di 
wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Patroli ini dilakukan 
dengan melibatkan semua instansi yang berwenang dalam penanganan 
tindak pidana ini, seperti TNI AL, Kepolisian Perairan, dan Dinas Kelautan 
dan Perikanan serta Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Semua 
instansi tersebut harus melakukan koordinasi terkait tugas dan 
wewenangnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik 
kewenangan. 
c. Pengalihan Kegiatan Masyarakat 
Pengalihan kegiatan yang dimaksud adalah memberikan pelatihan 
usaha-usaha pengolahan perikanan secara kreatif seperti usaha kerajinan 
tangan yang bahan bakunya bersumber dari laut. Selain itu, pengalihan 
kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-
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kegiatan keparwisataan seperi masyarakat dilatih menjadi pemandu 
wisata baik wisata daratan maupun wisata laut. 
d. Pemberian Bantuan Ramah Lingkungan 
Pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan 
alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Bantuan tersebut berupa alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan 
dan dipergunakan bagi masarakat kurang mampu atau kelompok nelayan 
yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut Agustinus Pati, Kanit Kepolisian 
Perairan menyatakan bahwa pemberian bantuan baik dalam bentuk 
bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lain yang sifatnya mendukung 
dan mengembangkan penangkapan ikan yang tidak ilegal itu sudah tepat 
sasaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anto Noer 
Fajar, Koordinator Satuan Polisi Kehutanan yang menyatakan bahwa 
pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak  
hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan,  
proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas  
dijeratkan kepada pelaku illegal fishing, sampai proses penjatuhan  
hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Menurut Agustinus 
Pati, penanganan kasus illegal fishing yaitu dilakukan berdasarkan 
 95 
 
perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan penangkapan dan 
pemeriksaan serta menegakkan hukum dan penerapan sanksi sesuai 
dengan Undang-Undang. 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut 
Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 1982 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law 
of the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat 
(sovereign right) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan 
pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, 
dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar 
internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum 
pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek 
pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan 
kebutuhan hukum dan teknologi.79 
Kemudian dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, pemerintah 
Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan 
meminimalisir dan mengatasi adanya tindakan illegal fishing. Kemudian 
undang-undang ini dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap sektor perikanan. Selain itu, 
tujuannya adalah sebagai instrumen yang dapat mendorong 
                                                          




berkembangnya laju perekonomian Indonesia terkhusus pada sektor 
perikanan. 
Dalam hal ini, terkait dengan upaya represif yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum dalam bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan 
Selayar dilakukan berdasar pada aturan atau undang-undang tersebut. 
Menurut Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, penegakan hukum dalam bidang perikanan terkait dengan  
kasus-kasus illegal fishing selalu menerapkan dan mengutamakan 
Undang-Undang Perikanan kemudian digabung dengan undang-undang 
lainnya. Jika tidak terbukti melakukan tindak pidana perikanan, maka 
aparat penegak hukum termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta 
Balai Taman Nasional itu menggunakan beberapa Undang-Undang Lain 
yang dilanggarnya. Misalnya penggunaan Undang-Undang Darurat, 
Undang-Undang Pelayaran, dan sebagainya. Maka, sesuai dengan 
Undang-Undang tersebut Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan 
Selayar melakukan pengawasan secara tegas. Peran sebagai aparat 
penegak hukum yaitu menghentikan, memeriksa, menangkap, 
memidanakan pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan penggunaan 
dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat 
memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing serta 
memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana illegal fishing 
dapat diberantas.80 
                                                          
80 Agustinus Pati, Op.Cit. 20 Desember 2016. 
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Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Taka 
Bonerate bahwa penggunaan dan penerapan aturan dalam menangani 
kasus-kasus perikanan menerapkan multi undang-undang. Hal ini 
dilakukan karena biasanya tindakan pelaku sulit dibuktikan ke dalam 
tindak pidana perikanan. Kebanyakan pelaku memiliki satu alat bukti saja, 
misalnya kompressor. Sedangkan kompressor berdasarkan Keputusan 
Bersama Pimpinan Daerah tidak dapat dipidana. Jadi, pihak balai Taman 
Nasional biasanya menggunakan Undang-Undang Konservasi dan 














                                                          







Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan di atas, 
maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang memiliki lautan 
luas sehingga sangat  berpotensi terjadinya tindak pidana di bidang 
perikanan yang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor kesadaran, 
ketaatan, dan efektivitas hukum, faktor ekonomi nelayan yang rendah, 
faktor pendidikan yang rendah, dan faktor kurangnya koordinasi antar 
instansi. Tindak pidana illegal fishing tersebut sangat berdampak bagi 
kehidupan sumber daya ikan sehingga sangat mempengaruhi pada 
kebutuhan ikan kini dan yang akan datang. 
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah 
dan mengatasi terjadinya tindak pidana perikanan di Kabupaten 
Kepulauan Selayar meliputi: 
a. Upaya preventif: 
i. Penyuluhan Hukum; 
ii. Pelaksanaan patroli secara rutin; 
iii. Pengalihan kegiatan masyarakat; dan 
iv. Pemberian bantuan ramah lingkungan. 
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b. Upaya represif Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan  
pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam 
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perlunya koordinasi semua instansi yang berwenang sehingga 
menghasilkan kolaborasi dalam penanganan tindak pidana 
perikanan meliputi kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya 
manusia baik dalam upaya penanganan dan pengawasan maupun 
upaya dalam meningkatkan sumber daya yang ada di masyarakat 
Kabupaten Kepulauan Selayar, meningkatkan sarana dan 
prasarana penunjang operasional, dan perlunya pengawasan yang 
terpadu baik pengawasan dalam internal pengawas maupun 
pengawasan terhadap adanya tindak pidana perikanan. Selain itu, 
penerapan sanksi harus dilakukan secara maksimal dan didasarkan 
pada perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya intervensi 
dari pihak luar sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku. 
2. Perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli 
lapangan, dan swadaya masyarakat dalam bidang perikanan 
secara sistematis agar dapat mengurangi adanya kegiatan-kagiatan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu perlu 
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juga dilakukan penanganan secara serius terkait distribusi alat dan 
bahan penangkapan ikan secara ilegal seperti mencegah terjadinya 
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Pasal 85 Sub 48 Sub 
42 (3) UU RI 45 
tentang Perubahan 




LP / 13 / VI / TN. 
TBR / 2014 / 
SULSEL / RES. 
KEP. SLYR / Sat 
POL AIR 






























LP / 13 / VI / TN. 
TBR / 2014 / 
SULSEL / RES. 
KEP. SLYR / Sat 
POL AIR 





























LP / 02 / XII / 
SULSEL / RES. 
























LP / 58 / II / 2015 / 
SULSEL / 
RES.KEP. SLYR 

























Pasal 40 Ayat (2) 
Subs. Pasal 33 Ayat 
(3) UU RI No. 5 
Tahun 1990 Tentang 
Konservasi Sumber 
Daya Alam Jo Pasal 
85 Subs. Pasal 9 UU 





LP / 02 / IV / 2015 
/ Sulsel/ 
RES.KEP. SLYR  













Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1) UU RI No. 45 
Tahun 2009 Tentang 
Perikanan. 
(Tahap I P19) 
9. 
















Nur Ali bin 
Muh. Ali 
Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI 
Nomor 12 tahun 
1951 Jo Pasal 84 
Ayat (1) Subs. Pasal 
8 ayat (1) UU RI No. 
45 Tahun 2009 
Tentang  Perubahan 




























Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No 78 Tahun 1951. 
11. 
LP / 05 / VIII / 
2015 / Sulsel/ 
RES.KEP. SLYR 
/Sat. Polair 
































Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU Ri No. 
12 Tahun 1951 LN. 
78 Tahun 1951 Jo 
Pasal 84 Ayat (1) 
Subs Pasal 8 Ayat 
(1) Jo Pasal 85 Subs. 
Pasal 9 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas UU 
RI No. 31 Tahun 
2004 tentang 
Perikanan Jo Pasal 
55 KUHPidana 
 (Tahap 1) 
12.  
LP / 253 / X / 























Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1) Jo Pasal 9 UU RI 
No. 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan 
UU No. 31 Tahun 
2004 tentang 




LP / 28 / X / 2015 

















Pasal 84 ayat (1) 
Subs. Pasal 8 ayat 
(1) UU RI No. 45 
Tahun 2009 
Perubahan atas UU 
RI Nomor. 31 tahun 
2004 tentang 
Perikanan Jo. Pasal 
480, Pasal 55 




LP / 01 / I / 2016 / 
Sulsel / RES.KEP. 
SLYR /Sat. Polair 















Pasal 84 Jo Pasal 85 
Subs. Pasal 9 UU RI 
No. 45 Tahun 2009 
Tentng Perikanan Jo. 
Pasal 55 KUHPidana 
(Tahap II) 
15. 
LP / 06 / VIII / 


























Pasal 40 Ayat (2) 
Subs. Pasal 33 Ayat 
(3)  UU RI No. 5 
Tahun 1990 Tentang 
Konservasi Sumber 





LP / 07 / XI / 2016 

































H. Ongka Bin 
Tikko 
Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 
17. 
LP / 08 / XI / 2016 




























Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 















LP / 09 / XI / 2016 

































La Ode Emon 




Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 




LP / 10 / XI / 2016 





































Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 





Sumber: Data Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Satuan Kepolisian Perairan. 
 
20. 
LP / 11 / XI / 2016 





































Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 




LP / 12 / XI / 2016 



































Pasal 1 Ayat (1) dan 
Ayat (3) UU RI No. 
12 Tahun 1951 LN 
No. 78 Tahun 1951 
Jo Pasal 84 Ayat (1) 
Subs. Pasal 8 Ayat 
(1)  Ayat (1) Jo Pasal 
85 Subs Pasal 9 UU 
RI No. 45 Tahun 
2009 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan 
Jo Pasal 55 
KUHPidana (Tahap 
1) 
